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ABSTRACT

The wzsdam of Al- Qumn and Al—Haa’zts as the main source of Islamic

Iaws ‘as long as if concerns with probiems of social interaction development,

zt always is of geneml guidance in nature. Whereas, the specifications are
enstrusted to the contemplationof the ngtahrdm in line with the development

of time: aim’ conmunity.,

b Consi_de_red from this point of view, therefore, the problem of marriage
and pregnancy belongs to one of social interaction problems that developed
accordingly. So long as the main regulations are concerned, the Al-Quran
and Al-Badits should be followed. However, its elaborations, including the
determination of the age limit for marriage and pregnancy, they have to be
adapted 10 the current development, particularly the development of scentific
Lnowledge

The main stipulations on marriage and pregnancy that should follow
the Al-Quran and Al-Hadits, include matters pertaining to the concept of
mdrria_ge and pregnancy it self. Islam understood marriage as one which
is conducted formally, whereas pregnancy is the resulr of marriage with
Jormal procedures and blessings. Marriage without formal procedures and
pregnancy outside of wedlock are not justified by Islan.

About other matters, including the determination of the age limit suitable
Jor marriage, such should be guided by the current development of scientific
knowledge. If scientific knowledge succeeded in proving thar underage
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' -_'ma: rzages andpregnanczes brmg wzﬂz it mary pioblems, such accurrences
: slzould be prevented.

,F YO such elabor anons zr became clear tkat the determination of the '
_age lzmu‘ Jor marriage and pmgimncy in an Islamzc community will differ
from one period one period to another. It was because of the limited

o -_'dev_e_lqpmenf aof scientific knowledge that made the four Imams (Syafi’i,

Hanafi, Hambali and Maliki) 1o have justified underage marriages. Such
- decisions were rectified by the subsequent mujtahidin. It is proper to comply
with the latest opinion.

Because of the existence of such a change in opinions, development of
Islamic laws can be observed in various countries pertaining to marriage.
In Egypt for mstance o marriage og a male of less than 18 years of age .
wu‘h a female of less than 16 years of age, although in fact valid according
to ti’ze_syara_ law, it is not recognized according to the laws of the State.

Besides those facts, if studied carefully, except for the observed adaptations
- in line with the progess of science, the teachings of Islam it self gave
guidance in determining the age limit suitable for marriage and pregnancy.
The above mentioned guidance are among others:

1. " Verse Lukman: line 14 mentioned “the mother bears with great difficulty
‘up to its seperation by wearning after 2 years’.

2. Verse An-Nisaa: line 6 mentioned “and test them uniil they reached the
age of maturity (baligh) for marriage and you will find in them
‘cunningness..., thence return to them their belongings/wealth.

3. The 'massdge of the prophet Muhammad saw.: “Hey you all youths,
. those among you who have the capabilities to marry, do so... and those
who do not have the capabilitis to marry, then, they should fast”.

4. The massage of the propeht Muhammad saw.: “all of you are leaders
and each of you shall be responsible jor your leadership... and females
are res ponsible for their houselds.

From the general rules thar still hold in determining and regulating
the social inter relationship, namely those that should make adaptations
with the current development and from the various guidelines available, it
became clear that underage marriages and pregnancies are not in line with
the teachings of Islam.
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A female thaf is s ‘oo young, wzll mdeed expe: zence mcmy dzﬁ“ czdtzes

S 'm bearing a child, nursing and or in carrying out the responsibilities of

"_r’_zousehold duties. From the verses of Al-Quran and Al-Hadits it could also__:_
b éoncluded ‘that -in’ carrymg out marriage in Aslam, the most important.

'_-'-sze is:the. matm zty of Ihe mdmdual bozh physzcal maturzty as well as:
.fmentally . : : 5 H

d dalam inasyzuakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan

encratuz perkawman secara nasional, yang bezlaku bagi semua golongan__ .

-sudah diperjuangkan untuk mewuwdkannya baik oleh organisasi-organisasi’ .

 dalam masyarakat maupun pemerintah. Alhamdulillah pada tanggal 2 Januari
1974 cita-cita tersebut baru terkabul dan menjam kenyataan meskipun harus ™
melalui proses babak belur dulu bac1 kekuatan sosial politik yang h1dup .
pada Waktu ifu. .

-Undang~Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , vang mulai berlaku
secara afektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan
Nasional, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, suku
dan golongan penduduk. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan
asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip- prinsip .
dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan -
dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat. -

~Undang-undang perkawinan tersebut mengandung ist yang luas, tidak

hanya mengandung perkawinan dan perceraian saja, tetapi juga mengatur
kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian,
pembuktian asal-usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang belum
diatur secara tegas dalam hukum adat dan hukum Islam, seperti batas usia’
perkawinan secara tegas. Di samping itu, tidak saja mengatur hubungan dan

perbuatan hukum perkawinan (hukum materiil) j Juga memuat ketentuan-ketentuan

yang belhubunoan dengan peradilan (hukum formil).

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yang berjudul: Tinjauan
Islam pada Masalah Perkawinan Dini dan Kehamilan Ibu Usia Muda,
sebenamya dimaksudkan atau dibatasi pada masalah perkawinan di bawah
umur dengan segala implikasinya, antara lain kehamilan ibu. Penentuan
batas usia perkawinan menjadi sangat penting dalam masyarakat yang sedang
berkembano ini, karena kompleksnya problema yang mempengaruhi kehidupan
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: }manusm rmsdlnya problema kependudukan yang mempunyai impact telhadap |
. 'problemaqm oblema 1&1nnya '

Lebgakau Ai Qman dan AI«Hadiis sebagai sumber hukum Islam yang

: -'peltama dan utama, sepanjang menyangkut permasalahan mu’amalah sosial o

* - yang berkembang selalu bersifat petunjuk umum, sedangkan detailnya diserahkan
* kepada pernikiran para mujahidin sesuai dengan perkembangan zaman dan
- masyarakat. Oleh karena itu, tidakiah heran kalau para mujahidin terdahulu
atau para Imam empat yang terkenal itu (Imam Syafi’i, Hanafi, Hambali

“dan Maliki) pada dasarnya membolehkan perkawinan di bawah umur baligh,

: sedanskan para mujahidin berzL.utnya berbeda pendapat dengan Imam empat
itu, yakm berpendapat tldﬁk sah perkawman di bawah umur baligh. Perbedaan
pandanaan itu adahh wajar karena perbedaan penemuan sistem batulahkam
atau persepsi seseorang mengenai sesuatu masalah meskipun sama perujukan
(refeiences) meraka yakni Al-Quran dan Al-Hadits.

Perbedaan pendapat secara objektif dan ilmiah ini besar manfaatnya
dipandang dari sudut perkembangan Figih Islam schingga menjelma dalam
Undang-Undang Perkawinan yang kita temui di negara-negara Islam atau di
negarq—negara yang penduduknya mayoritas muslim.

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya
mengenai batas vsia perkawinan tidaklah akan efektif atau ditaati sepenuhnya
tanpa usaha-usaha peningkatan di segala bidang, yakni bidang penyuluhan
kesadaran masyarakat, bidang peningkatan dan pemerataan ekonomi ataun
taraf hidup dan pemerataan pendidikan sampai desa-desa. Hal ini mengingat
penyebaran penduduk sebagian besar di desa-desa, sedangkan data dan
s;nyalemen perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi di desa-desa.

B. Pe_ngertian Perkawinan

1. Eawin atan nikah

Seb&man Fuqoha memberikan ta’rif atau batasan sebagai berikut:
Perkawinan adalah suatu akad nikah yang memberikan faedah untuk
menghalalkan dalam menikmati (hubungan suami istri) bagi setiap yang
berakad menurut syari’ah.

Oleh sebagian Fuqoha batasan ini masih kurang lengkap karena hanya
memberikan batasan hakikat akad nikah mernurut syara’, dan belum
menggambarkan tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu. Karenanya Syekh
Abu Zahrah, seorang ulama Mesir yang terkenal memberikan ta’rif: Perkawinan
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j_jddahh suatu akad nzkah yancr memben faedah untuk menchala}kan peroaulan L
- antara seorang pria. dengan. seorang wanita: sehingga terpenuhi kebutuhan
> -".ﬁtrah yang manusiawi, te1 c1pta kerja sama 'mtara Icedua jenis itu, dan telwumd_.::f;- g
ketentuaa-keteniuan menﬁenai hak dan L.ewajlban masmg masmg

..Batasan tersebut sesuai dencan Hukum Islam menyatakan Perkawmanf .

2% ada}aia suatu akad mkah antara seorang pria denoan seorang wanita sehingga . ©
iy 'untuk pna dihaialkan menggauh wanita (sebagau suami istri) menurut syara’, -~

,dengan tujuan membma suatn 1katan hzdup bex sama dan berketurunan

Imam Ghozah meneranrrkan faedah atan hikmah tasyri’ dari perkawinan =,

".1tu sebaga1 berﬂxut Pada perkawman itu ada ketenteraman hati dan penguat . & 5
. untuk ibadah kepadd Allah, karena jiwa manusia su}(a chhanGapl penyakit -
. bosan dan larl dari kebenaran Hai yang demmmn 1tu bertentangan dengan =

- naluri manusia, dan bila terus menems dlblaﬂ\an jiwa itu membenm yang -

E .'bertentancan denoaxmya maka pwa itu pada suatu ketika akan merasa hampa

‘dan memberontak. Apabila jiwa ifu sewaktu-waktu disantaikan dengan sesuata
vang melezatkan, maka kekuatannya akan pulih kembali dan akan bangkit
kegiatannya. Hubungan suami istri semacam penawar yang menghilangkan
segala kebingungan dan menenteramkan hati. Bagi jiwa orang-orang yang
tagwa hendaknya menggunakan penawar denoan sesuatu yang mubah (halal);

karenanya Allah berfirman mengenai istri: “agar laki-laki memperoleh sakinah
(Retentemman) paa’a zsmnya ; i i i T '

Adapun ta’rif atau penoertidn menurut Undang-Undang Perkawinan
Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menggambarkan falsafah negara yang
mendasarinya, yaitu falsafah Pancasila sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah ‘tangga) yang bahagza dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”. -

_"Dari beberapa ta’rif (batasan) tersebut di atas, baik dari Fugoha maupun
dari undang-undang perkawinan yang berlaku, menunjukkan suatu pengertian
yang senada, bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi
syahwat kebutuhan biologis semata, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan
psikologis, bahkan lebih tinggi daripada naluri hewani, yang merupakan
ikatan suci dan mulia. Selanjutnya pengertian tersebut tidak lepas dari spirit
Al-Quran dan Al-Hadits Al-Khaliq melalui seorang makhluk pilihan-Nya,
Muhammad saw., memberi petunjuk kepada makhluk-Nya yang tersebar’di

17

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011




o dumd ini, bahwa ‘mereka adalah makhluk sosial yang berintikan dan bersendi
- kepada ikatan’ sosmi yang terkecil, ikatan keluarga yang mulai dengan suami
‘istri, Lemudian melestarikannya secara vertikal menurunkan keturunan,
“diharapkan ‘mewarisi pula nilai-nilai luhur, yang merupakan modal utama
' _' dan pertama dalam mewariskan nilai-nilai luhur itu secara horizontal sebagai
' .umat atau: banwsa

Untuk Jelasnya mengenai spirit Al-Quran dan Al-Hadits yang menjiwai
penger t1an~penefert1an tersebut di atas dengan ini kami kutip ayat-ayat Al-
Quran dan Al-Hadits sebagai berikut: .

'_"_-'Ai_"tiny_a.: Dan di antara tandanran_d}:z kebesaran-Nya, Dia (Allah)
mékz'cipfdkcin'buatmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan untuk
mew;gudkan rumah tangga yang Sakmah (tenteram), dan menjadikan di
antara -kamu jalman cinta kasih. Sesungguhnya dalam hal yang demikian
itu te:dapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang berpikir. (Ar-
Rum - 21)..

Artinya: Mereka (wanita) adalah pakaian bagimu (pria) dan kamu
(pria) adalah pakaian bagi mereka (wanita). (S. Al-Baqarah — 187).

. Ayat Al-Quran tersebut menerangkan hubungan suami istri secara kiasan
(majazi), kata-kata pakaian berarti kehidupan suami istri hendaknya mampu
melindungi sata sama lain, baik melindungi kebutuhan jasmaniah maupun
rohaniah. '

Demi menjunjung nilai-nilai yang luhur Rasulullah saw., menyeru kepada
para pemuda sebagai berikut:

Artinya: Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu ada yang
sudlah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya
kawin ity lebih memelihara mata (dari pandangan vang tidak halal} dan
lebih memelihara kebutuhan seks. Dan barang siapa yang tidak mampu
kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap
wanita akan terkendali. (H.R. Bukhort Muslim).

Maksud Al-Hadits tersebut, bila seorang pemuda belum mampu
melaksanakan perkawinan karena halangan ekonomis, maka untuk semeatara
hendaklah berpuasa, karena dengan puasa itu akan dapat mengendalikan
hawa nafsu dan memperkuat tekad tidak melakukan sesuatu 'perbuatan zina
yang diharamkan oleh Agama.
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meayaﬂ\an bahwa Nabi 5dw bersabda

_._.Artmya Dama.ml untuk bersena;;g senang, dan sehauk baik senancr-_'. SR

. .";senancr dengan’ 1st11ny4 yang' shalihah.: Qomdah meuwayatkan bahwa Nabi _
. saw,, telah ‘melarang At-Tabattul, artinya untuk tidak kawin seumur hxdup_'-'ff '

; _'seraya Qoiadah membdcakan ayat AI Qu: an:

A1t1nya Aku (A!lah) ielah mengums Rasul Rasul sebe‘hmr K(H?Il{_.::..

Y (Muhammad) dan Ak mex{;adzkan zmmk mereka pasanoan-pasangan dan &
'_Aemrzman (S. AI Rad 38) s

o Sudtu I\etﬂ\a sampaz suatu benta kepada Ndbl yano menyatakan b’shwa_;"" -
' 'sebaomn menyatdkan tidak akan kawin, sebagian akan terus-menerus shalat =~

._'._tidai\ akan tidur, ‘sebagian.lagi terus-menerus puasa tidak akan berbuka.

; .:Rasuluﬁah memanmrﬂ mereka dan menyatakan bahwa bagi badanmu mempunyai -

* kebutuhan biologis yang harus kamu penuhi, demikian pula kebutuhan wanita
'_-mempunyﬁu hak untuk dipenuhi. Mengapa kalian mengaiakan demikian itu,
EMl‘apz aku bey puasa kemudian berbuka, shalat kemudian tidur dan mengawini
wanita-wanita, barang siapa yang benci akan sunnahku maka ia bukan
dari golonganku.

2. Kawin dini di bawah umur
o ”Penwe;tmz\ Lawm dma di bawah umur dapat diartikan dua macam:

) (1) Suatu pe1kawmdn dini usia muda yang belum mencapai umur baligh
(laki-laki belum mimpi dan perempuan belum haid/mens). Inilah
yang. dimaksud dalam kitab-kitab figih.

"(2) Suatu ;Jer}\awman dini usia muda yang beium mencapai umur 19
_-tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. PBDUEIUEIH ini sesuai
~ dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7.

Yang dipergunakan dalam makalah ini difokuskan kepada kedua pengertian
tersebut di atas, hanya agar tidak membingungkan untuk pengertian (1)
untuk selcmjutuya digunakan istilah di bawah umur baligh, sedangkan untuk
pengertian (2) digunakan istilah di bawah umur.

3, Usia yang ideal menjadi ibu

Pengertian yang menunjukkan usia yang ideal menjadi ibu, kami tidak
menemukannya secara eksplisit baik pada kitab-kitab figih maupun pada
undang-undang perkawinan yang kini bertaku di Timur Tengah maupun di
Indonesia. Akan tetapi pengertian itu secara tersirat dapat disimpuikan
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pengertiannya dari beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadits serta Undang-
Undang Perkawinan No. .1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan tujuan
pexLawman ‘hak dan Lewaﬂban orang ftua, termasuk ibu rumah tangga.

“Ayat’ Al- Quran antara iam memberi 1syarat ; hamafarhu ummuhu
wahnan ‘ala wahnin wa fisholuhu fi’aamaini... (S. LuLman - 14), artmya
. ibunya mengana’una dengan susah payah, dan sampai memisahnya (dari
menyusm maksimal) dalam dua tahun. Jadi usia seorang ibu harus mampu
memikul beban baik secara biologis maupun psikis dalam mengandung anak
dan memeliharanya untuk seorang ‘anak maksimal sampai dua tahun. Ditambah
1:.101 beban pendidlkan anak sepem dinyatakan dalam Al-Quran:

='Quu anfusakum wa ahlitkum naro, artinya: Hai orang vang beriman
jagalah drrmm dan Aerabaz‘mu dan 5zkvaan api neraka (S. 66/At-Tahrim:
6) ' :
Rasulullah saw., beISabda “Semua Aamu adalah pemimpin, dan setiap

kamu bertanggung jawab atas pimpinannya... dan wanita bertanggung jawab
atas rumah tangganvea’”.

Wanita yang sudah sanggup melangsungkan perkawinan dengan seorang
pria yang dicintainya harus sanggup dan siap pula secara jasmaniah untuk
memikul konsekuensi menjadi Ibu, karena di antara tujuan perkawinan talah
membentuk keluarga, di dalamnya termasuk anak-anak yang merupakan
tetesan keturunan suami istri.

Akan berkuranglah kebahavxaan suami istri tanpa anak. Hal ini merupakan
kebutuhan naluriah manusia dalam mempertahankan kehidupannya di dunia.
Islam adalah Agama yang sesuai dengan kebutuhan naluriah manusia. Karenanya
diriwayatkan oleh Ma’qal bin Ya-sar bahwa scorang pria telah datang kepada
Rasulullah saw., seraya bertanya:

Artinya: Hai Rasulullah, saya telah jatuh cinta kepada seorang wanita
yang cantik, berketurunan baik, mempunyai kedudukan terhormat, dan kaya,
hanya ia tidak melahirkan, apakah boleh saya mengawininya? Rasulullah
melarangnya, Kemudian ia datang kembali untuk kedua kalinya kepada
Rasulullah {mengajukan pertanyaan yang sama), kemudian dijawab seperti
pertama kali. Kemudian datang lagi ketiga kalinya dan dijawab; hendaklah
kalian mengawini yang dicintai dan yang melahirkan, sesungguhnya aku
bersama kalian memperbanyak (anggota) umat ini.

120

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011




_ -Dari ayat—dydt Al Qu1an dan AI Hadm dapatlah dlfnmpu}l\an pengel tmn"'
ousia menjczd; ibu, yaltu usia mﬂmpu secara biologis .dan ‘psikologis untul
- memikul kewapban mempunydl a

: 4 ._"kalena Ildﬁl\. tegas umur. berapa seharusnya menjach 1!3u Memang demikian

"-'73.-d1tm_]au dan segi hukum ycill(’ beislfat umum, sama halnya denoan tidak '1da'_." :

Letewasan menwenm u51 : AN e e i

' No_ __-"Tahun 1974, Pasql ] dan Pasal 31 ayat (3) yang ‘masing- masmcr'-"_
. meny'italum batas pelkawumn wanita® 16 tahun dan suami adalah kepala

ak.. Kesunpulan ini mungkin tidal memuashanf_ i

'Namun derml\xzm b11a chtank dan kemmpuidn Undancr Undang Perkawman

: ;I\elu'_' ga dan: istriibu wmah tangga, ‘maka bisa ditarik pengertian mengenai

| usia menjad1 ibti ‘adalah: usia ibuhendaknya sucicxh mencapai 17 tahun d'ln_.
_'mampu men_rtd: 1bu 1umah tangga -

Dalam hubunoan 1n1 pm}u dacatat suatu dilerna yang mempakan p;oblema'_ '
eoaia ma‘}u dan negara. berkemban yaitu di satu pihak di negara maju @
" nampak banyak suami istri mempeilambat kebutuhan naluriahnya mempunyai
‘anak, karena kondisi sosial ekonomi mereka belum mengizinkan yaitu suami’
istri beker ja sampai Jam 17.00 dan belum ada kemampuan untuk membayar - -
babv azn‘e; - g

I—Iai 1n1 memmbulkan efek psxkolocls yang meresahkan, yaitu keinginan -
untuk mempunyal anak itu disubstitusi dengan antara lain anak anjing, karend: '

anak an;m(7 lebih mt,zmh dan mudah pemeliharaannya, tidak memerfukan

babv sitter, anak anjing ini diperlakukan seperti baby, diletakkan di dalam
baby canzage denoan pdkdmn baby d‘m dlcicnon0 suami istri di taman-
tamdn ' '

D1 pxh*ﬂ\ lain di negara bexl\embang, kita melihat kenyataan terlalu
cepat memperoleh banyaI\ anaI\ anak yang satu belum cukup besar sudah
mulcu lagi expecting baby, sehmgga orang Bugis mengatakan memanam
bembge (melahirkan seperti kambing), artinya setiap tahun lahir seorang anak._:
Jadi bisa terjadi secara biologis sudah mengizinkan untuk mempunyai anak,
akan tetapi kondisi sosial ekonomi sebenarnya belum mengizinkan, sehingga
bisa menimbulkan efek-efek yang negatif.

4. Pandangan hukum Islam mengenai usia perkawinan

Di:dalam kitab-kitab figih Islam mengenai Bab Nikah tidak ada ketentuan
usia kawin atau batas umur minimal secara tegas. Akan tetapl hukumnya
bersifat umum, yaita umur baligh, yakni apabila sudah mencapai kematangan
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-seks betul beml Ukumn kematangan ini ialah bagi pria manakala sudah
mlmpz dan baol wamta manakala sudah haid (mens).

Pendapat—pendapflt gtlhad keempat mazhab (Syafi’i, Hanafi, Hambali
dan Mahkl) dan, 1a1nnya menyatakan bahwa peﬂ\awmm di bawah umur -

_ baligh sah menurut Syariah Islamiah. Mereka menggunakan alasan Al-Quran . '
.dan Al-Hadits dan kejadian-kejadian pada zaman Nabi saw., para sahabat, -

'_mzsalnya yang-dijadikan alasan bahwa Nabi saw., mengawini Siti Aisyah

r.a.-yang.baru berumur 9 tahun, dan seorang sahabat perawi hadits Ibnu
'Umar telah mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur baligh. Namun
demikian sebagian orang menafsirkan bahwa kejadian-kejadian itu tidak berarti
kawin biasa akan fetapi kawin gantung, artinya tidak langsung bercoitus
setelah berlangsung perkawinan sampai dianggap mencapai umur baligh. Di
sampmo ity, penstlwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti
suatu keharusan sehmgoa masih terbuka pintu ijtihad dalam menentukan
batas mlmmal usm perkawman sesual dengan kebutuhan dan perkembangan
zaman

Berhubung dengan itu, muncul ahli figih seperti Asy-Shibrimah, Abi
Bakar Al-Ashom dan Utsman Al-Batiy, yang mengeluarkan pendapat berbeda
dengan Imam empat. Mereka berpendapat bahwa tidak sah sama sekali
perkawman di bawah umur baligh, karena bertentangan dengan akad nikah
itu sendiri. Akad nikah baru bermanfaat apabila keduanya telah mencapai
umur baligh, Ayat Al-Quran yanc digunakan sebagai alasan Surat An-Nisaa
(4:6) yang berbunyi:

Artinya: Dan (untuk mengetahui apakah sudah boleh diserahkan harta
benda anak-anak yatim ataupun belum) ujilah (akal) mereka sampai mereka
mencapai wmur baligh untuk kawin dan kamu dapati mereka kecerdikan
(kematangan) untuk mempergunakan dan mengendalikan dan mempergunakan
lz.df‘_ta'mereka sendiri, maka kembalikanlah harta mereka itu, dan janganiah

kanuw memakannya dengan bovos dan cepat sehingga mereka besar (dewasa)...
{An-Nisaa 4:6).

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah swt., menjadikan umur baligh
perkawinan itu pertanda habisnya batas di bawah umur. Di samping landasan
tektual yang dipergunakan oleh sebagian ulama, juga alasan yang berpijak
kepada perkembangan sosial, yakni Daful Ma-fassid mugaddamul alaa
jalbilmasoolih; artinya: “Menolak kerusakan divtamakan terhadap
pengambilan maslahar”.
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i e]anjumya Lttar belakeuvT histous mdsyaralxat Arab pada vmumnya_; '
mempertahanlxau adat—mtladai yang sudah melekat, yaitu mereka mengawinkan -

- zanak merekadi-bawah: umur baligh; Mereka mengawinkan anak pelempuan : S
s _'_memka }».epada laki-laki yang: termasulx dalam kerabat mereka karena motif

- :pubadi atau suI\u mcreka ‘agar harta pusaka kelak tidak jatuh kepada orang -
= \ _mereka membumhl{an fenaga unm}c mengelola harta benda .
_ - Ditambah lagi ‘tdat Jahzhyah yang masik melekat, yaitﬁ kawin paksa, ' i
o "y Lm_seomng gachs tidak mempunyax hak plhh untuk memilih calon suaminya

_ _""3'yan0_.dicmtdmya Gachs tidak mempunyal hak wntuk menolak, kalaupun
" memaksa menola]mya tentu akan dikucilkan dari I\elum ganya, bahkan sering

”tex J&d} suatu kasus terpdksa seorang cradis hzu us dlbunah karena ingkar dan

::menomk orang tuanya/wal;nya tmhadap calen suamznyd karena dzzmogap L

' bﬂun malu I\eluarcrd atau suku

e _: Sebenamya i\eadaan Aini ndak dapai dzbenarkan meaurut ajaran Isiam "’

'.kmena bertentangan dengan prinsip kebebasan yang diajarkan oleh Islam
_untuk memilib jodoh yang dicintainya yang merupakan sendi kebahagiaan
suami istri. Rasulullah saw., pernah.menyuruh membatalkan kasus perkawinan
paksa. Masyamkat yang menganut sistem kawin paksa ini terbukti banyak -
mengakibatkan kasus-kasus kehidupan suami istri tidak harmonis, tidak bahagia,
dan dlakhm dengan perceraian, terutama apabila pemaksaan itu terjadi terhadap,
wanita ydno d1}~.aW1n1\an di bawah umur baligh.

KOHdlSl masyar: akat yang demﬂqan mendorong terhadap pemikiran kembali
tentano nilai-nilai luhur yang te1dap1t dalam Al-Quran dan Sunnah Rasufullah
saw., sehmgga muncullah Undang-Undang Perkawinan di Mesir, Syria dan
lain- lamnya sekitar tahun dua puluhan, yaitu sisinya antara lain: mengakui
kebebasan memilih pasangan yang disukainya, melarang kawin paksa, dan
melarang kawin di bawah umur. Undang-Undang Mesir dan Syria menetapkan
batas umur perkawinan, yaite untuk pria 18 tahun dan untuk wanita 16
tahun, dengan catatan bahwa pria yang mencapai umur 15 tahun dan wanita
yang mencapai urour 13 tahun bila ingin kawin dapat mengajukan permohonan
dispensasi kepada Pengadilan. Bila ternyata bahwa Pengadilan menemukan
alasan yang cukup bahwa kedua calon suarni istri itu akan sanggup memikal
beban kewajiban akibat perkawinan dan memperoleh izin dari orang tua
mereka, maka Pengadilan memperkenankan melakukan perkawinan itu.

Namun demikian, di Mesir masih banyak kasus Perkawinan Siri
(perkawinan adat yang tidak tercatat di Pengadilan), termasuk kasus perkawinan
di bawah umur, terutama di desa-desa. Oleh karena itu Undang-Undang
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S Pezl\awman Mesn No 56 Tahun 19’?3 di Mesir menetapkan bahwa Pengadilan
©tidak meladeni pengaduan kasus suami istri bila umur swami kurang dari 18 - .

. tahun dan umur istri kurang dari 16 tahun, karena perkawinan mereka tidak -

.3.-d1anggap sah menurut undanc-undanc meskipun dianggap sah menurut syara’.

: '_ _"Penentaan batas umm pelkawman tersebut tidak sepenuhnya dltaan
: Lerutama di desa«-desa bahLan sering ter jadi pemaisuzm umur. Hal ini disebabkan

adat yano ‘masih melekat dencan kondisi masyarakat desa yang masih

terbelakano dltambah lagi sebacnan uldma berpendapat bahwa penentuan
“umur pelk1w1nan txdak sesum denoan sunnah Rasuluilah saw., dan pendapat
Imam ‘empat. Kalaupun ada pembatasan hanya dibatasi denoan umur baligh
(ba«n wanita apabﬂa sudah haid dan bagi pria apabila sudah mimpi). Dr.
Mustofa Yusuf Siba’i, Ketua furusan Figih Islam Universitas Damascus,
dalam bukunya: Al-Mar’ah bainal Fighi wal-Qanun (wanita antara figih dan
hukum positif) berpendapat bahwa pembatasan umur perkawinan itu tidak
sesuai dengan figih Islam, akan tetapi diambil dari hukam positif Barat
sedangkan kondisi masyarakat Arab berbeda dengan kondisi masyarakat
Barat dalam memelihara akhlak masyarakat. Selanjutnya beliau mengatakan
bahwa tidak perlu undang- undang mencampuri urusan batas usia perkawinan,
hendaknya diperkenankan perkawinan ita sejak mencapai umur baligh sesuai
dengan sunnah Nabi, dan dalam hal ini orang tuanyalah yang lebih mengetahui.

Demikian latar belakano perkembangan Hukum Figih Islam yang
berkembang di Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Syria dari referen
yang ada. Hal ini kami kemukakan karena nampak adanya pengaruh undang-
undang perLamnan di Indonesia, karena ada pergjukan yang sama, yakni
menoambﬂ dari Al- Qulan dan Al-Hadits dan dari ijtihad para ulama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia
nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktik
kawin yang “terlampuau muda” seperti terjadi banyak di desa-desa yang
menimbulkan berbagai akibat negatif. Dalam hubungan ini perlu menjadi
catatan agar kasus-kasus perkawinan di bawzh umur itu jangan terburu-
buru menyalahkan Hukum Islam yang pernah dan sedang berfaku, akan
tetapi faktor adat-istiadat yang turun temurun karena kondisi sosial ekonomi
di pedesaan dan tingkat kemajuannya mungkin merupakan faktor yvang deminan.

- Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan
bahwa pria harus mencapai 19 tahun dan wanita harus mencapal 16 tahun,
baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila belum mencapai
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_"batas umur tmsebut umLk me}a;wsuncﬂ an perkawinan perlu 'diSpensasi dari -
-'j Penffaddan . : : _ ORI e

Sehm pembatdsan umur, Pasa[ 6 aydt 2 mencantumkan ketentuan yang - -

T __;menﬂhamslnn setlap pria. dan Waﬂlld yang belum mencapai umur 21 tahun. i

L dapdt izin dari kedua p;hak orang tua, Apdb;la izin itu tidak bisa d1peloleh_:_-'. i

-'set ap 01 n yano aLan meianﬂsuncka;z perkawman

--pexkawman ada persamaan dari segi Jlwanya dengan undang-undang yang -
"._be_ll‘_il\u di .-M_esu.dan.Syua, bdhk_azl_ mungkm juga ada persamaam dengan -
_n_eg;flra_‘i—:negara yvang penduduknya banyak kaum muslimin:. Hal ini tidaklah -
“mengherankan, karena -ada persamaan perujukan yaitu Al-Quran dan Al--

g tua n'l'l[\'l Pengadlhn dapat memberikan izin ber dasmkm pelmmtmn_ P

]elaslazh bahwa Unde-Undanc No 1 Tahun }974 mengenal bam‘; usia.. 5

_Hadits-ditambah Figih Islam yang mengandung ijtihad para ulama. Yang '~

:mé:mbé_dakan hanyaiah batas umur minimal, yaitu untuk pria di Indonesia .
‘19:tahun, sedangkan di-Mesir dan Syria 18 tahun, dan untuk wanita sama:
yaitu 16 tahun. Demikian pula masalah dispensasi dari Pengadilan bila

belum mencapai batas usia minimal itu. Hal ini di samping untuk menampung

kebutuhan yang mendesak juga agar tidak melanggar sunnah Rasulullah

saw., 'yang menjadi rujukan utama bagi kaum muslimin.

Perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. [ Tahun 1974
menganut beberapa prinsip demi menjamm cita-cita Iuhur dari perkawinan.

Deno an unci‘mcr—unddncr ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan
dap_at_ lebih sempurna dari masa yang dulu.

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin adanya berbagail pembaruan atan
pcrubdbzm dalam pelaksaman hukum Adapun prinsip-prinsip tersebut jalah
antara lam

a.:  Asas sukarela -

" Undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), Oleh karena perkawinan
mempunyai maksud agar supaya suami istri dapat membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal, dan sesuai pula dengan ajaran Islam yang menghormati
hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan
calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal ini menjamin
tiadanya kawin paksa. Dengan batas usia minimal perkawinan (19 tahun
untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) dan dalam kondisi masyarakat In-
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' donesm y‘mg sehmusnya te;bulxa maka kawin paksa ini benar-benar akan @

_ ddpat dlceoah

b : -Partmpasx keiuarga

Sebenarnya anak yang telah mencapzu umur perkawinan (Pasal 7 ayat_'-_ L
_ -1) 1tu telah d}pandanv dewasa Jfa mampu bertmdah hukum dan dapat
: .menentukan nasibnya sendiri. Namun I\arena peristiwa penting dalam kehidupan

- seseorang karena ia akan mentrmjdk hidup baru, membentuk keluarga sebagai

- unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat
-dan Lepubadmn bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka:
d1per1ukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itw. Karena -

bagi yang masih berada di bawah umur 21 tahun (pria-dan wanita) maka
diperlukan izin dari orang tua. Dalam keadaan orang tua tidak ada maka
izin itu diperoleh dari wali, yakni orang yang memelihara atau keluarga
dalam.garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin itz dapat diperoleh dari
Pengadilan, apabila karena sesuatu hal izin it tidak dapat diperoleh dari
wali (Pasal 7 ayat 4, 5). -

c.  Perceraian dipersulit

Perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh istri. Pantaslah
Hadits Nabi saw., mengatakan:

Artinya: Barang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Namun
dernikian Islam tidak menutup sama sekali perceraian ini, ia bagaikan pintu
darurat di pesawat udara vang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan
darurat demi untuk mengatasi sesuatu krisis, sehingga tidak “awet rajet”,
panjarig akan tetapi terus kalut dan ruwet saja.

Penggunaan hak cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua
belah pihak suami istri, tetapi juga nasib anak-anak dan masyarakat pada
umumnya. Banyaknya broken home telah membawa akibat langsung timbulnya
dan tambahnya problem anak-anak nakal (juvenile deliquency). Hingga kini
angka perceraian di Jawa Barat masih tinggi, terutama di sebagian daerah
seperti Indramayu mencapai angka perceraian tertinggi. Hal inj antara lain
disebabkan karena penggunaan hak cerai secara sewenang-wenang dengan
dalih hak suami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimaksudkan entuk
memperbaiki kepincangan-kepincangan di masyarakat, dengan menetapkan
bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan yang bisa
diterima serta harus dilakukan di depan Pengadifan. Itupun setelah Pengadilan
Agama berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal
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d P{)hgam_ dibataSI secara Lemt

- ketecfmoan d'm pertentangan.Oleh karena itu undang-undang ini mengatur

";.tahdp tahap yang harus ditempuh secara bertuxut‘tmut (Pasai 4 dan 5) baﬂl '

' -yang: hendak berpoligami sebagai berikut:

_(1) Istu tidak dapat menjalankan tugas sebziéa'i istri; Istri mendapat cacat
~ badan atan penyzﬂut yang tidak dapat dlsembuhkan

'(7) Adanya peisetuguan dari istri; Adanya Lepastmn bahwa suami rmmpu
' mergamm kepezluan }\eperiuan hidup istri-istri dan anak-anaknya; Adanya
“jaminan bahwa suam1 akan berlaku achi Ee1hadap 1str1»1su1 dan anak—

S anahnya o

..(3) Izm dau Penaadﬂan

I&amatanoan calon mempelal

Undanmundano ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus
'telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar
supaya.dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan
yang baik dansehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan
anak-anak di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan
erat dengan masalah kependudukan, karena ternyata bahwa batas umur yang
‘lebih rendah bagi wanita untuk kawin; mengakibatkan laju kelahiran yang
Iebih tinggi.

~ Oleh karena itu undang-undang ini menentukan batas umur perkawinan,
19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam
keadaan darurat, perkawinan di bawah umur masih dimungkinkan setelah
memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama atas permintaan orang tua
(Pasal -7 ayat 1 dan 2).
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f_-39) Peldlxsanaan uudanmundancy ini ddalah merupakan hal baru masyarakat

Pe1kaw1nan menuxut :;ndanmundane ini adalah mencranut asas monogami, __3':
-hanya 1pab114 d;i\ehendakl oleh yanc beisanOI\utan }\:,ue;ad hukum dan agama':
i yang bersangkutan menoizmkannya ‘seotang suami bisa meiakukan” i
'_a-pohoaml Sepeitx juga perceraian maka pohoaml merupaRan momok yang: g
- ditakuti oleh kaum wanita meskipun disenangi kaum pria. Pelaksanaan pohcaml B
- tanpa. pelatman yang ketat telah memmbulkm akibat- akibat'yang serius =
-."'-:daldm kehidupan- mmah tangga. ‘Hubungan ‘antara istri.yang dimadu dan
antara anak-anak yang berlaman ibu menjadistegang dan menjurus kepada -




A -;_-Méﬁgpérbaiki _derajat_:- kau'i'i_l;_wa'hita

- Wanita adalah Jenis manusia yang paling banydk memerlukan perimdunﬂan

_Pada masa-masa yang lfalu, di kala pria mempergunakan hak cerai secara
“semena- -mena, maka wamtalah yang paling banyak memikul penderitaan.

-:'Ahbat pmcemlan semacam ini bukan saja merupakan pukulan moril bagi. -
“wanita, tetap1 juga sangat membex dtkﬂﬁ hxdupnya Ia harus mencari nafkah

'_unmk dirinya sendir, dan tidak j jarang untuk Lmak-anal«_nya juga yang sebenar. nya 8

) ':mezupalx_an tancouncr Jawab mantan, suanu

. pendentﬂan yang lebih buruk lagi apabila si janda wanita ini mencari nafkah
‘yang tidak halal, seperti menjadi WTS atau bekerja di proyek-proyek maksiat.
Oleh karena itn, undang-undang ini menentukan pengaturan kewajiban memberi
nafkah setelah ter jadi perceraian dan pengaturan hak milik harta benda yang
chpmoleh selama menjadi suami istri.

Teatanv hukum Islam mengenai usia 1dea1 menjadi ibu tidak tercantum
secara eksplisit dan tegas sebagaimana kami telah uraikan. Hal ini sejalan
dencan tidak tercantumnya batas usia perkawinan secara tegas. Dalam undang-
undancr pe1kawman 1974 juga tlddk ada ketentuan, karena secara tersirat
dan logis tentu umur 16 tahun ke atas sudah dian‘map dewasa untuk menjadi
ibu. Hal ini terbukti dari prinsip kematangan tersebut di atas, tanggung
Jawab sebagai istri rumah tangga, dan kewajiban tangghing jawab pemehharaan
dan pendidikan anak-anak. Semua aspek tersebut tidak akan bisa dipikul
tanpa adanya kematangan usia menjadi ibu sebaoal penddmpmc suami. Tidak
adanya ketentuan secara eksplisit dan tegas justru menunjukkan kebijakan
ajaran Al-Quran dan Al-Hadits, cukup petunjuk-petunjuk secara umum mengenai
kematangan dan hak kewajiban sebagai ibu. Bila ditentukan secara tegas
sejak empat belas abad yang lalu sudah pasti tidak akan sesuai denoan
kondisi masyauakat sekarang.

C. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tentang Umur Calon
Mempelai

Langkah preventif untuk menyelamatkan perkawinan bukan saja dilakukan
setelah kehidupan suami istri terbentuk, melainkan i Juga sebelum calon suami
istri itu memasuki pintu gerbang rumah tangga. Satu hal yang perlu diperhatikan
oleh calon suami istri adalah prinsip kematangan atau kedewasaan usia
kawin yang merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang
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Lid -'.P'ida umunmya wamta Juoa segan menuntut mantan suaminya untuk -
pembayal an nafkah, ia lebih suka bersﬂ(ap diam walaupun dengan konsekuensi




.'_Pe1kawman No 1 Tahun 1974 Hai m1 be1art1 bahwa calon mempela; sudah S

j.-harus matanc ~}:{Wa racanya sebelum peikamnan berlanosung,_sehmgga :

"'diharapkan terwujudnya rumah tan ga yang bahacla dan kekal tanpa beraI\hIr L
'-denoan percelamn : - S

i _Masalah perkawman d1111 di bawah umur merupakan masalah pokok
3idan dencan sendlrmya menyanﬂi\ut usia ideal ‘untuk menjadi ibu rumah
o tangga Bmklah Lzum 1nventausa51kan beberapa pexmasalahan sebaoeu benkut
Lo Islam mencajarkan Lepada umatnya bahwa per. kawinan itu bernilai sakral
e ~dan ibadah, karena merupakan sunnah Rasulullah saw. Oleh karenaitu
“harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadits yang shalih. Dari
" sumber yang autentik tersebut tidak terdapat batasan usia kawin secara

tegas, baik untuk pria maupun untuk wanita. Namun demikian, ada
isyarat-isyarat umur baligh dan petunjuk- -petunjuk yang bersifat umum .
sebagai konsekuensi dan ter] jadinya perkawinan berupa hak dan kewapban '

““suami istri. Hal ini berarti terbuka pintu ijtihad untuk pengaturan
' pelaksanaan perkawinan yang Iebih mendetail sesuai kondisi masyarakat -
*“dan perkembangan zaman. Kebijakan kedua sumber pokok ini (Al-Quran

dan Al-Hadits) wajar kalau timbul perbedaan mazhab, hanya saja fanatisme -

. mazhab bisa membekukan pintu- 1_1t1h3.d dan pengaturan menurut
- perkembangan zaman.

" Sebelum Islam datang ke Indonesia sudah terdapat Kepercayaan dan
“adat-istiadat yang turun-temurun sehingga membentuk suatu budaya
“yang mengharuskan kawin di bawah umur dengan memegang prinsip: -

lebih baik kawin hari ini dan cerai esuk hari daripada menjadi perawan
tua atau jejaka tua (tua menurut ukuran mereka). Di beberapa daerah
pedesaan masih melekat perasaan malu bila anak gadisnya belum ada

~'yang meminang , meskipun menurut ukuran kota belum cukup dewasa,
'untnk menmnjak pintu rumah tangga.

.Keterbela}\angan rakyat pedesaan di bidang pendidikan dan sosial ekonomi,
termasuk pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan merupakan
faktor dominan dalam pelaksanaan atau pelanggaran mengenai perkawinan
di bawah umur, Kedua faktor (butir 2 dan 3) di atas juga yang mendorong
kawin gantung, artinya setelah kawin tidak langsung bergaul sebagai
suami istri karena belum mencapai umur baligh. Bila sudah mencapai
umur baligh (menurut anggapan orang desa) barulah hidup sebagai
suami istri. Hal ini banyak terjadi pada masa yang lampau, dan kini
tidak banyak terdengar lagi.
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' 4. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tzhun 1974 telah efekif berlaku sejak . -

. tanggal 1.Oktober 1975, namun disinyalir masih banyak perkawinan di
'_;_}:bawah umur di desa-desa yang memperoleh keterangan lahir hanya dari
Kepala Desa, bukan dari catatan sipil yang autentik. Kondisi semacanm .

ini sangat memungkm%am terjadinya manipulasi umnur dalam keterangan i
térSEbut karena d:,uxpdda sulit melalui permohc}nan izin dispensasi dari -

*Pengadilan Aoama ‘yang memakan waktu, tentu lebih mudah dan cepat -
' _:_:melalm keter angan dari Kelurahan dan Desa. Ditambah lagi disinyalir
f.rmasih banyalx. perkawinan di bawah tangan atau dikenal juga dengan

-kawin siri, artinya sudah merasa sah dan cukup dikawinkan oleh orang
“tuanya ‘atau ‘oleh Kiai tanpa mencatatkan diri pada KUA setempat.
~Keadaan ini _:uca tidak mustahil membuka pmtu perkawinan di bawah
Foumur :

1. ﬁ_fPe'rkaivinan dini di pedesaan
--Menurut data yang ada pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu
mengenai perceraian menyatakan bahwa banyak di antara mereka yang berstatus

janda tetapi perawan, karena 30% dari yang bercerai itu termasuk qobla
dukhul (belum terjadi coirus).

Sebagaimana dimaklumi bahwa faktor umur seseorang sangat
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis seseorang,
semakin meningkat umur seseorang semnakin dewasa dalam cara berpikir
dan bertindak. Perkawinan dini pada usia muda menjadikan seseorang belum
siap baik fisik biologis maupun psikis mental. Artinya belum mampu memaharni
hakikat nilai-nilai luhur perkawinan itu.

2. ‘Masih dommannya adat dan kurang menghayatl ajaran Islam

Pemahaman penghayatan dan pengamalan agama Islam sangat
mempengaruhi sistem nilai dalam masyarakat. Sebagai akibat masa lampau
bahwa pemahaman agama Islam, khususnya mengenat sistem keluarga dan
perkawinan dalam Islam, sangatlah rendah atau disalahgunakan sehingga
diterima scbagal adat-istiadat yang buruk dan turun-temurun. Misalnya
penggunaan hak cerai laki-laki dilakukan dengan cara sewenang-wenang,
perceraian dianggap hal biasa, mudah dan dianggap tidak tercela, bahkan di
daerah Kabupaten Indramayu banyak yang merasa bangga menjadi janda
berkali-kali, karena dianggapnya bahwa ia laris. Di samping itu masih ada
anggapan orang tua lebih baik mempunyai janda daripada perawan tua
(menurut ukuran mereka). Perkawinan dianggap dianggap suatu peristiwa
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i 'Z'_nalunah beiaka fidr’.ﬂ\ dmngoap sahal dan 1badah sehm ga membentuk'.'

I=)

: .-'buddya mabyarakat desa yang tercela’'oleh Agama; seperti pada musim panen . -
. atau bulan: purnama. yanc medntik itu melahirkan kebiaszan yang disebut
L Jafm‘ran yaitn saat: pih'ﬂ\ pma menjaring pihak wanita yang Lemud;an dijadikan
istrinya, dencr:m pesta pora di atas nama syukuran yang disebut ngarot. - -
- Pesta: poza 1111 tidak sedﬂqt -memakan. bmya ‘karena di ‘samping kenduri,

: und‘mg an tamu-tamu, juga nanggap wayang’ dan sebagainya, sehingga kedua
-beIah p1ha§\ kurang memikirkan masa ~depan. Alxzbdtnya pada masa atay
'musnn keruw amu p”tcekhk pxhak iak1 Id}u menceraﬂ\an zstrmya '

3 Fal\iar sosga} ekoneml _

FdI\.tOl kultur sosial yang masih terbelakang sebagai akibat belum kultur
sosial yang tidak menguntungkan untuk tumbuhnya keluarga yang bahagia
dan Lekal Tidak ada keqadzu an bahwa keluarga sebagai unit terkecil merupakan
'sench per mma bacl peltumbuhm sosml itu sendiri. Ditambah lagi masih
renciahnya mcome mkyat pedesaan sebagal petani atau buruh tani, yang
dirasakan istri sebagai beban penderitaan, seringkali menyebablan perceraian.

4. Tldak adanya sanksi yang tegas

Undanmunddncy pcrkawman itu sendiri tldak mengandung sanksi yang
tegas terhadap suami yang meninggalkan istrinya, atau tidak memberi nafkah
kepada bekas istrinya dan anak-anaknya dalam masa “iddah dan hadlonah
{nafkah anak setelah cerai}. Pihak mantan suami tidak memahami dan merasakan
adanya beban risiko perceraian itu. Duda mencari pasangan baru sambil
melalaikan kewajiban terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Pihak bekas
istripun enggan menuntut, lebih baik bersikap diam sambil memikul penderitaan,
beban nafkah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Lebih fatal lagi bila
Jjanda-janda itn memilih karena terpaksa untuk mencari rezeki yang tidak
dihalalkan agama seperti menjadi WTS atau proyek maksiat lainnya. Kalau
anak-anak sudah meningkat umur puber tidak sedikit terjadi kenakalan remaja
karena akibat broken home ini. Sebelum mantan istri habis ‘tddah, mantan
suami sudah menikah lagi walaupun dalam keputusan Pengadilan Agama
dicantumkan mengenai kewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya
itu, akan tetapi kenyataannya masih belum efektif.

5. Tidak ada akta lahir atau keterangan kelahiran yang autentik

Pada umumnya rakyat pedesaan tidak mempunyai keterangan kelahiran
yang autentik dari Pencatatan Sipil. Untuk keperluan perkawinan cukup
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_ .i\ete;angan dau Kepaia Desq yang semnckah umur calon mempelai dikira-- -
- Ima bd.hl\dﬂ d1smyaln masih banyaknya mampulasz umur. Sebagaimana data -
- .'fdan Kabupa[en Kuningan, maka kemungkinan besar ada kaitan antara tmg inya -

P 'ancrm percelamn dencrcm peikamnan dini ch bawah umusz.

D Berdasari\an Alasan Agasan Tersebut Klranya Dapat Disxmpulkan

g .dan Dlsarankam Sebagai Berikut

Sk

tn

L]

'-'::'MaI\na pexmwman d1 dalam lslam mlah suam ikatan lahir batin menurut -
“syarat untuk membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal. Perkawinan adaiah sesuatu yang sakral dan mempunyal

';_mlfu nilai ibadah. .

"'-;'Funosl suami adalah sebamu kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

N -:_Seja}aﬂ denoan itu prinsip l\ematanvan atau kedewasaan calon mempelai
sebagai calon bapak dan calon ibu tersurat dalam ajaran-gjaran Al-
o Qumn dan Al- Hadits serla pada F1q1h Islam dan Undang-Uadang
Perkawinan di negara-negara Islam.

Hukum perkawinan adalah pada dasarnya sunnah Rasulullah saw.

- Pembatasan minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974 dengan kemungkinan bisa diperolehnya dispensasi

- Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat 1 dan 2), pada dasarnya sesuai dengan
© prinsip kematangan umur baligh, pengertian mampuy, tanggung jawab
~suami ‘istri, dan kaidah-kaidah usul figih mengenai maslahat atau
~kepentingan keluarga dan perkembangan masyarakat.

_Usiza ideal menjadi ibu sejalan dengan butir 4 tersebut.

“Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum

]

sempurna dan rencana pembangunan mendatang masih perlu ditingkatkan.

- Kasus-kasus perceraian meskipun menunjukkan gejala menurun setelah
berfakunya Undang-Undang Perkawinan di beberapa daerah di Tangerang

Banten masih cukup tinggi. Tingginya angka perceraian ini perlu penelitian
ilmiah, karena ada beberapa indikator yang menunjukkan ada kaitan
antara tingginya angka perceraian dengan perkawinan dini di bawah
umur.
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:Untuk mewujuden kehzax ﬂa yanc saknmh penuh denaan mawadd'l

o ;_i_dan rahmah, atau stami isti yang ‘bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan -

pa

(U]

S '-:Yans Maha Esa sepern yang tercantum. daldm Undang-Undang Pmkawm*m
. No. 1 Tahun 1974, maka hendaknya diambil langkah-langkah yang menyeluruh
_: _.yauﬂ mehpuix pelbaﬂax aspeI\ I<eh;dupar1 iemta.ma yang emt kaitannya dengan -
o "'_pencenahan pelhammn duu di: bawah umur. Antara lain sebagai berikut:
SR -".Menmcvl\&tk'm pemahaman penohayamn dan pengamalan masyarakat -
B .'tentdnﬂ hukum munakahat (hukum perkawinan) dalam Islam pada
umumnya dan dalam Uﬂddﬂﬁ Unda;}cT Perkawinan No. 1 Tahun 1974
~pada Lhususnya '

~Untuk pelaksanaan butir 1 tersebut di atas perlu peningkatan pelayanan
- guidingand counselling BP4 (Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan
. dan Perceraian) baik secara vertikal dari pusat sampai daerah-daerah

pedesaan, maupun secara horizontal kepada masyarakat pedesaan pada
khususnya.

Sangat diperlukan penyuluhan yang continue secara terpadu antara pejabat-
pejabat KUA, BP4, Pendidikan, Kesehatan dan informal leader seperti
para kiai, ustadz, guru agama dan sebagainya.

Meningkatkan realisasi pemerataan di bidang pendidikan, kesehatan dan
peningkatan taraf hidup ekonomi pedesaan. Usaha-usaha penyebaran
pendidikan formal dari SD, SLTA ke tingkat pedesaan sangat besar
pengaruhnya dalam usaha menghambat perkawinan, terutama perkawinan
di bawah umur, secara persuasif edukatif.

Pemerataan pelayanan kesehatan yang kini sudah dan sedang berjalan
dalam bentuk Puskesmas, juga dipadukan dengan pencegahan perkawinan
vang terlalu muda ditinjau dari kesehatan si ibu dan bayi.

Pemerataan hasil pembangunan ckonomi berarti upaya meningkatkan
taraf hidup masyarakat pedesaan, sehingga orang tua mampu membimbing
dan menyekolahkan anak-anaknya sampal umur dewasa, tidak terdesak
oleh keadaan yang mencekam untuk burv-burn mengawinkan anaknya.

Pemerintah mengusahakan adanya kewajiban bagi masyarakat, terutama
masyarakat pedesaan untuk membuat akta kelahiran yang autentik bagi
setiap anak yang lahir dengan mudah dan tidak berliku-likn, sehingga
dapat diketahui secara pasti tentang usia calon mempelai, tidak dikira-
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o kira S'epex't'i 'Sékdlan bahkan dapat dihindari manipulasi umur. Undang-+ -

< undang ini, he:ndalx.nya mencrdndunc sanL51 bagt yang melalaxkan pembuatan
~akta Lelahn an, ' - : : AR :

manusm seutuhnya dan mempmba;kl kondm masyarakat Armn
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2 -'_Semocra AHah membe;kau kita bersam'i daidm upaya pembanvunan': :
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